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PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memainkan peranan
yang krusial dalam kehidupan. Keterikatan manusia dengan tanah sangat kuat,
bahkan dapat dikatakan bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat
bergantung padanya. Tanah menjadi sumber mata pencaharian serta sarana
pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, manusia memanfaatkan tanah untuk
mendirikan tempat tinggal, bangunan perkantoran, dan berbagai fasilitas
lainnya.

Pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana untuk
kepentingan umum atau masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan akan tanah
yang menjadi komponen utama pendukungnya. Di sisi lain, tanah juga memiliki
fungsi strategis bagi masyarakat, baik sebagai tempat bermukim maupun
sebagai sumber penghidupan. Oleh karenanya, pengadaan lahan guna
kepentingan umum harus dilaksanakan secara seimbang, dengan tetap
menjamin hak-hak warga negara. Hal tersebut tentunya selaras dengan tujuan
daripada pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur, hal tersebut selaras dengan amanat yang diberikan oleh
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan
Umum (selanjutnya disebut Undang-undang No. 2 Tahun 2012). Berbagai
bentuk pembangunan, seperti penbangunan fasilitas umum seperti pasar, rumah
sakit, jalan, rumah susun, serta fasilitas umum lainnya, sering kali membutuhkan
lahan dalam jumlah besar, termasuk tanah yang berstatus hak milik. Untuk itu,
proses pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme pembebasan hak dengan
tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk
selanjutnya disingkat UUD RI Tahun 1945) dan ketentuan hukum pertanahan
nasional.

Dalam perkembangannya, Pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan yang bersifat publik/umum tercantum dalam
Undang-undang No.2 Tahun 2012. Dalam konteks hak menguasai oleh negara,
negara diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan serta
menyelenggarakan pengaturan terkait dengan peruntukan, pemanfaatan,
ketersediaan, dan pelestarian unsur-unsur bumi, air, serta ruang angkasa.
Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD
RI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai elemen daripada upaya
pemenuhan kebutuhan tanah bagi keperluan pembangunan yang menyangkut
kepentingan umum maupun negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk
mencabut hak atas tanah dengan bentuk pemberian ganti kerugian secara layak
dan proporsional sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2012, pengadaan
tanah diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penyediaan
tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang seadil adilnya dan layak
kepada pihak yang berhak.
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Ketentuan mengenai pengadaan tanah dalam skala kecil turut mengalami
perkembangan seiring berjalannya waktu dibuktikan dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya
disingkat PP No.19 Tahun 2021). Pengaturan lebih lanjut atas peraturan tersebut
dijabarkan melalui Peraturan Menteri Agraria No. 19 Tahun 2021 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021.

Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disingkat Pemda) tentunya dalam
upaya pengehematan serta efektifitas dapat mengadakan pengadaan tanah atau
lahan bagi Pembangunan demi kepentingan masyarakat, akan tetapi luasan
tanahnya tidak boleh melebihi dari 5 (lima) hektar, adapun pengadaan tersebut
dilaksanakan dengan menggunakan 2 metode diantaranya adalah sebagai
berikut :

1. Pengadaan tanah dilakukan secara langsung oleh Instansi yang
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara salah satunya
adalah melalui pelepasan hak.

2. Dapat menggunakan metode penetapan Lokasi sebagaimana diatur
dalam PP No.19 Tahun 2021, yang meliputi 4 (empat) tahapan
diantaranya tahapan perencanaan, persiapan, pelaksaan dan terakhir
penyerahan hasil.

Berpedoman kepada aturan tersebut di atas pihak Pemda telah melakukan
pelepasan hak atas tanah dengan pihak pemilik tanah. Adapun pengadaan
lahan/tanah tersebut dalam rangka Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan,
Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk kepentingan umum, hal tersebut
merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan
pendidikan, pembangunan yang lebih baik lagi, baik dari segi sarana maupun
prasarana. Terkait dengan proses pelepasan hak telah dilaksanakan sesuai
peraturan yang berlaku, dengan bertindak cermat, teliti, dan tentunya beritikad
baik ditandai dengan pelepasan hak dari pihak yang mempunyai alas hak yang
legal dan sah, bahkan setiap perjanjian atau perbuatan hukumnya pun
dituangkan dalam bentuk akta notaril yang bersifat autentik dan sebelumnya
telah melakukan pengecekan sertifikat ke pihak Badan Pertanahan Nasional
telebih dahulu dan hasil dari pengecekan tersebut adalah clear and clean.

Ketika semua proses atau tahapan ditempuh sesuai dengan peraturan yang
berlaku tentunya akan memberikan sebuah perlindungan hukum bagi instansi
yang melakukan pengadaan tanah skala kecil secara langsung, namun, fakta
dilapangan tidaklah seperti itu, pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan
oleh Pemda seringkali mengalami permasalahan seperti adanya sengketa yang
berujung gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dalih bahwa
tanah yang menjadi objek pengadaan tanah adalah milik pihak ketiga, dan
gugatan tersebut diajukan jauh setelah proses pengadaan selesai, bahkan
putusan terkait gugatan tersebut justru lebih memenangkan pihak ketiga dan
malah menyatakan bahwa pihak Pemda bukanlah pembeli beritikad baik.
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Ironisnya lembaga atau instansi yang seharusnya memberikan
perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah
justru tidak memberikan perlindungan sama sekali. Hal tersebut tentunya
menjadi sebuah permasalahan yang cukup pelik bagi instansi pemerlu tanah
dalam hal ini Pemda, karena proses peralihan hak atau balik nama menjadi
terhambat, tujuan pengadaan tanah menjadi tidak tercapai bahkan seperti kasus
SMKN 4 Depok yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang pada Tahun 2018 mengadakan pengadaan tanah skala kecil melalui
proses pelepasan hak, yang mana sudah 8 tahun lamanya objek pengadaan
tanah yang ditujukan untuk Pembangunan sarana dan prasarana sekolah
menjadi terbengkalai akibat adanya gugatan setelah proses pengadaan tanah.

Disamping itu permasalahan lainnya seperti status atau legalitas tanah
yang tidak jelas, tidak adanya kesepakatan harga, kurang sosialisasi terhadap
masyarakat, terkait administrasi birokrasi, keterbatasan anggaran, spekulasi
tanah, tuntutan tambahan dari pemilik tanah, keberatan serta gugatan pihak
ketiga menjadi sebuah promblematika dalam proses pengadaan tanah skala
kecil. Berdasarkan uraian penjelasan serta permasalahan yang telah penulis
sebutkan diatas, penulis tertarik dengan permasalahan terkait Perlindungan
Hukum bagi Pemda selaku pihak yang memerlukan tanah dan merupakan
pembeli beritikad baik dalam proses pelepasan hak atas tanah skala kecil untuk
kepentingan umum, serta konsep pelepasan hak atas tanah dalam proses
pengadaan tanah skala kecil dikaitkan dengan Undang-undang No. 2 Tahun
2012.

TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan hukum
preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi.
Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang
bertujuan mencegah pelanggaran serta memberikan petunjuk atau batasan
dalam menjalankan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan
suatu pelanggaran.

Terkait dengan perlindungan hukum preventif khususnya dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum serta aturan-aturan turunannya. Terkait dengan
perlindungan preventif secara lebih rinci tertuang dalam Pasal 12 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pada tahun 2012, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum. Dalam Pasal 1 angka 2, undang-undang ini memberikan definisi
mengenai pengadaan tanah sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak”.

Landasan Hukum Pengadaan Tanah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang
kuat bagi pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk bagi pemerintah daerah.
Meskipun pengadaan tanah skala kecil tidak melalui seluruh tahapan formal
sebagaimana pengadaan tanah biasa, pelaksanaannya tetap berpedoman pada
prinsip keadilan, keterbukaan, partisipasi, dan kepastian hukum. Pengadaan
tanah skala kecil juga diatur dalam aturan pelaksana yaitu PP No.19 Tahun 2021
serta Permen ATR/BPN No,19 Tahun 2021.

Macam-Macam Pengadaan Tanah/Tanah Skala Kecil untuk Kepentingan
Umum

Terkait dengan macam-macam pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan
dengan beberapa macam cara diantaranya adalah dengan jual beli, tukar
menukar maupun dilakukan melalui pelepasan hak, akan tetapi proses
pengadaan tanah skala kecil juga dapat dilakukan dengan menggunakan
penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Permen ATR/BPN No.19
Tahun 2021.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan yuridis normatif,
yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan
terhadap sumber literatur/bahan pustaka atau data sekunder. Dari data tersebut
akan dihasilkan konsep-konsep berupa "informasi" dan "pengetahuan' yang
selanjutnya dijadikan dasar analisis melalui penelusuran terhadap peraturan
yang berlaku dan literatur yang relevan dengan pembahasan. Teknik penulisan
dalam penelitian ini didasarkan pada pengumpulan bahan hukum atau data
sekunder, yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai
sumber hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum salah satunya berfungsi untuk menciptakan serta
memenuhi rasa adil dalam masyarakat dan setiap orang mempunya kesempatan
yang sama dan sesuai dengan porsinya. Pentingnya perlindungan hukum
didalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
tercermin dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012. Perlindungan Hukum
meliputi perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum refresif.
Terkait dengan perlindungan preventif dalam proses pengadaan tanah secara
lebih rinci diatur didalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun 2012,
yang pada intinya menjelaskan terkait dengan Pengadaan tanah bagi
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Pembangunan untuk kepentingan umum haruslah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan dengan
beberapa tahapan diantaranya adalah tahapan perencanaan, tahapan persiapan,
tahapan pelaksaanaan serta penyerahan hasil.

Bahwa dalam tahapan-tahapan tersebut tentunya tentunya harus ditempuh
dengan baik. Dalam setiap tahapan berisi tindakan-tindakan atau langkah-
langkah yang bersifat preventif seperti dalam Pasal 14 yang pada intinya
menyatakan bahwa Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu dilaksanakan berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah serta mengacu pada skala prioritas pembangunan yang
tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah dari instansi yang
bersangkutan. Tahapan ini kemudian diikuti oleh pelaksanaan pendataan awal
terhadap lokasi yang direncanakan untuk pembangunan, pelaksanaan
konsultasi publik, penyampaian informasi kepada masyarakat (sosialisasi), serta
rangkaian kegiatan lainnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-
undang No.2 Tahun 2012.

Perlindungan preventif dalam proses pengadaan tanah skala kecil
merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
sengketa atau pelanggaran hak dalam proses pengadaan sebelum terjaidnya
konflik. Dalam pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan oleh instansi
pemerlu tanah yaitu tentunya harus dengan menggunakan metode pelepasan
hak. Adapun yang dapat dilakukan oleh instansi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam
menjamin keterpaduan antara kebijakan pertanahan dan perencanaan
pembangunan nasional. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 Undang-U-
undang No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa
perencanaan pengadaan tanah harus didasarkan pada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) serta selaras dengan dokumen perencanaan
pembangunan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa pengadaan tanah dilaksanakan secara terarah, sesuai dengan
kebutuhan pembangunan yang telah diprioritaskan, serta tidak
bertentangan dengan ketentuan penataan ruang yang berlaku. Dengan
demikian, perencanaan pengadaan tanah menjadi dasar hukum dan
administratif dalam pelaksanaan tahapan selanjutnya, termasuk
penetapan lokasi, konsultasi publik, serta pemberian ganti rugi kepada
pihak yang memang berhak.
2. Persiapan

Berupa pembentukan Tim Satuan Kerja, pendataan lokasi yang akan
dibangun, lalu konsultasi publik, sosialisasi kepada masyarakat dan
kegiatan lainnya sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Undang-
undang No.2 Tahun 2012. Persiapan Sosialisasi awal kepada pemilik
tanah dan Masyarakat sekitar. Dalam Proses pengadaan tanah baik secara
umum maupun skala kecil sosialisasi sangatlah penting karena dalam
sosialisasi ini memberikan penjelasan tentang tujuan daripada pengadaan
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tanah, hak-hak masyarakat, proses pelepasan hak, mekanisme terkait
pemberian ganti kerugian dan sebagai bentuk transparansi serta bentuk
partisipasi publik atau masyarakat.

Hal tersebut sebagai bentuk perwujudan daripada asas keikutsertaan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2012,
yang mana yang pada intinya adalah terkait dengan asas keikutsertaan
menggambarkan keterlibatan masyarakat sebagai elemen pendukung dalam
rangkaian kegiatan Pengadaan Tanah, yang berlangsung dari tahap perencanaan
hingga pelaksanaan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya musyawarah untuk menetapkan besaran ganti kerugian
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 150 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun
2021. Nilai ganti kerugian ditetapkan berdasarkan hasil penilaian jasa penilai,
yang sifatnya final dan mengikat (ayat 2). Dalam kondisi tertentu, seperti tidak
tersedianya jasa penilai, instansi dapat menunjuk penilai publik atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri (ayat 3). Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan
peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hasil identifikasi dan inventarisasi berupa hasil nilai ganti rugi diumunkan
serta diberikan kepada masing-masing pihak sehingga memberikan waktu atau
ruang kepada masyarakat atau dalam hal ini pemilik hak untuk mengajukan
keberatan secara administratif. Dalam proses pengadaan tanah skala kecil
dengan metode penetapan lokasi terkait keberatan atas hasil inventarisasi
ataupun identifikasi tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 106 Permen
ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, pasal 106 ayat (1) pada intinya menjelaskan
bahwa apabila Pihak yang keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10), dapat
mengajukan keberatan tertulis kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah paling
lambat 14 hari sejak hasil tersebut diumumkan sesuai Pasal 104 ayat (1).

3. Pelaksanaan

a. Pemeriksaan dan verifikasi alas hak
Pemeriksaan atau verifikasi alas hak dibantu oleh pihak Kantor
Pertanahan dengan panitia pengadaan tanah yang meliputi verifikasi
terhadap data yuridis serta data fisik yang bertujuan untuk mencegah
adanya sengketa kepemilikan dikemudian hari. Pemeriksaan serta
verifikasi alas hak dalam proses pengadaan tanah skala kecil
khususnya secara langsung tidak diatur secara eksplisit dengan
istilah verifikasi hak namun subtansinya diatur secara jelas didalam
Pasal 97 Peraturan Menteri ATR/BPN No.16 Tahun 2021 yang
mengatur terkait dengan tata cara pengecekan keabsahan sertipikat.

b. Dokumentasi proses pelepasan hak dengan dibuatnya Akta
Pelepasan Hak oleh Notaris atau pejabat yang berwenang disertai
dengan berita acara serta dokumen pendukung lainnya. Pengaturan
terkait pelepasan hak diatur dalam Pasal 50 serta Pasal 80 Permen
ATR/BPN No.19 Tahun 2021 dan sebagai bentuk akuntabilitas sesuai
amanat Pasal 147 ayat (2) dan (3) hasilnya harus didaftarkan sebagai
harus didaftarkan sebagai permohonan hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Dimana objek tanah tersebut berada.
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4. Penyerahan Hasil
Berdasarkan bunyi Pasal 140 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021
ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan pada intinya bawah data
mengenai pengadaan tanah diatur didalam Pasal 138 ayat (1) disusun
dalam dua rangkap salinan yang selanjutnya dokumen asli beserta
salinannya diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dan
satunya diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dimana objek
tersebut berada. Dalam hal ini dalam setiap tahapan pengadaan tanah
skala kecil melalui metode pelepasan hak sudah ada payung hukum yang
memberikan perlindungan hukum secara preventif, dalam artian secara
yuridis normative perlindungan hukumnya sudah sangat kompleks akan
tetapi permasalahannya adalah ada pada implementasinya itu sendiri.

Sedangkan Perlindungan lainnya yaitu perlindungan yang bersifat refresif,
yang mana salah satu perlindungan tersebut adalah pemberian kepastian hukum
pada pembeli beritikad baik. Dalam hal ini instansi selaku pihak yang
memerlukan tanah Pemda seringkali memerlukan tanah untuk kepentingan
umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, atau proyek-proyek
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka
memperoleh tanah tersebut, Pemda sebagai pihak yang memerlukan tanah
bertindak sebagai pembeli beritikad baik.

Menurut hukum, pembeli yang beritikad baik adalah pihak yang
melakukan transaksi pembelian dengan niat yang baik, tanpa mengetahui atau
menduga adanya masalah hukum yang berkaitan dengan tanah tersebut.
Pembeli beritikad baik berhak atas perlindungan hukum selama dia melakukan
transaksi melalui prosedur yang sesuai atau sah serta berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku. Sebagai pembeli beritikad baik, Pemda mendapatkan
perlindungan hukum sepanjang proses pembelian tanah dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum.

Perlindungan hukum ini mencakup hal-hal berikut:

1. Pertama : Keabsahan Pembelian, Pembelian tanah oleh Pemda harus
dilakukan melalui proses yang dilegalkan secara hukum. Jika Pemda
mengikuti prosedur yang benar, maka mereka akan terlindungi dari
klaim pihak ketiga yang mungkin muncul.

2. Kedua : Perlindungan dari Sengketa Tanah, Jika tanah yang dibeli
ternyata memiliki sengketa atau masalah hukum setelah pembelian,
Pemda dapat memperoleh perlindungan dengan menunjukkan bahwa
mereka telah membeli tanah dengan itikad baik, sesuai prosedur, dan
tidak mengetahui adanya sengketa.

3. Ketiga, Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, Jika terjadi sengketa
dalam proses pengadaan tanah, baik dengan pemilik tanah maupun pihak
lain yang mengklaim tanah tersebut, pengadilan dapat memberikan
keputusan yang memastikan hak-hak daripada para pihak yang telah
beritikad baik.
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Pemda sebagai pihak yang memerlukan lahan/tanah untuk diperuntukkan
untuk kepentingan Masyarakat, dalam hal ini Pembangunan Sekolah Menengah
Kejuruan dapat diposisikan sebagai pembeli yang beritikad baik dalam proses
jual beli tanah untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, hukum
memberikan perlindungan dengan memastikan bahwa Pemda yang beritikad
baik dalam melakukan pembelian tanah tidak akan dirugikan oleh pihak yang
bertanggung jawab. Perlindungan hukum secara refresif dalam pengadaan tanah
skala kecil tercermin dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt.1989
dan No. 4340 K/Pdt/1986, putusan pengadilan ini telah mengadopsi
terkait dipenuhinya asas kecermatan dan kehati-hatian oleh pembeli
sendiri, yaitu dengan menekankan kepada pembeli untuk bertindak
responsif (bertanggung jawab) mencari tahu dan meneliti terlebih dahulu
keabsahannya, sebelum dan pada saat jual beli tanah terkait dilakukan.

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 765
PK/Pdt/2009 yang pada intinya jika pembeli berkewajiban untuk
memeriksa keabsahan tanah yang dibelinya dan harus diperiksa secara
teliti yaitu adanya sertifikat hak atas tanah.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 710
PK/Pdt/2011 yang mana pada intinya terkait dengan pengujian syarat
formil yaitu pembelian harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku,
yaitu melalui PPAT serta dilakukan pendaftaran tanah.

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4340 K/Pdt/1986
dan No. 3070 K/Pdt/2003, dalam hal ini merupakan yurisprudensi
penting yang berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam jual beli tanah.
Kedua putusan ini menekankan pentingnya kehati-hatian pembeli dalam
memverifikasi legalitas dan status kepemilikan tanah sebelum melakukan
transaksi.

Secara normatif perlindungan hukum terhadap Pemda khususnya Pemda
Jawa Barat dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil sudah relatif optimal dari mulai
sudah ada aturan khusus yang mengatur proses secara terperinci sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agrari Nomor 19 Tahun 2021, adanya
pengaturan mekanisme musyawarah bukan dengan paksaan atau pencabutan
hak, adanya kewajiban penilai oleh pihak Appraisal Independen, proses yang
harus transparan, mengedepankan partisipatif serta terdokumentasi dengan rapi
serta yang paling utama pembentukan tim khusus yang wajib melibatkan pihak
profesional dibidangnya seperti PPAT, Notaris, KJPP serta pihak Badan
Pertanahan Nasional. Keseluruhan aspek tersebut, secara hukum memberikan
perlindungan baik untuk pemilik tanah maupun instansi pemerlu tanah dalam
hal ini Pemda serta mencegah potensi sengketa jika dijalankan sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
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Namun implementasi dilapangan tentu saja belum selalu optimal, hal
tersebut tentunya dikarenakan berbagai alasan diantaranya adalah kurangnya
pemahaman teknis oleh Aparatur Daerah, lemahnya dokumentasi dan
administrasi, minimnya pengawasan dan evaluasi, serta adanya unsur mafia
tanah yang disinyalir selalu berbuat kerusuhan, seperti halnya dalam kasus yang
menimpa Pemda Provinsi Jawa Barat, semua proses sudah dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku namun tetap saja ada beberpa pihak yang
seharusnya memberikan perlindungan yang bermuara pada sebuah kepastian
hukum malah justru tidak memberikan perlindungan tersebut. Hal tersebut
dibuktikan dengan kasus yang dialami oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang menghadapi beberapa gugatan dalam proses pengadaan tanah skala
kecil meskpun rangkaian proses sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 serta Permen ATR/BPN
No.19 Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik.

Meskipun terkait peraturan dalam proses pengadaan tanah skala kecil
sudah sedemikian kompleks namun terkait implementasinya menurut Penulis
belum optimalnya perlindungan hukum terhadap Pemda dalam hal proses
pembebasan lahan skala kecil dengan menggunakan metode jual beli maupu
pelepasan hak, dikarenakan pihak yang seharusnya memberikan sebuah
perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan proses pengadaan
tanah justru malah sebaliknya. Bahkan pihak pengadilan sebagai ujung tombak
pemberi keadilan justru malah membuat semakin jauh dari kata adil. Hal
tersebut tentunya dapat memberikan kekhawatiran karena Pemerintah saja
dalam konteks permasalahan ini merupakan pembeli beritikad baik tidak
dijamin terkait dengan perlindungan hukum dalam proses pengadaan tanah
skala kecil bagaimana dengan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2012,
pelepasan hak dapat dideskripsikan sebagai suatu proses pemutusan hubungan
hukum antara pihak yang berhak atas tanah dengan negara, yang dilaksanakan
melalui Lembaga Pertanahan. Oleh karena itu, pelepasan hak dapat dimaknai
sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat sukarela dari pemilik tanah untuk
menyerahkan hak atas tanahnya kepada negara atau instansi yang memerlukan
tanah, yang dilakukan setelah tercapainya kesepakatan mengenai bentuk serta
besaran ganti kerugian.

Pelepasan hak tidaklah sama dengan pencabutan hak, dalam pelepasan
hak, pemilik tanah menyetujui untuk menyerahkan haknya secara sukarela dan
disertai dengan penggantian secara layak atas kerugian. Meskipun Undang-
undang No.2 Tahun 2012 pada prinsipnya mengatur pengadaan lahan/tanah
dengan pendekatan pengadaan berbasis musyawarah dan pemberian ganti rugi
yang adil serta layak, namun konsep pelepasan hak dalam skema pengadaan
tanah skala kecil tetaplah relevan dan tidaklah bertentangan dengan undang-
undang ini.
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Bercermin dari kasus yang menimpa Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala SMKN 4 Depok yang
dianggap oleh pihak pengadilan bukanlah pembeli beritikad baik, sedangkan
seluruh proses atau tahapan pengadaan tanah dengan metode jual beli sudah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sudah hampir 7 (tujuh)
tahun lamanya pasca proses pengadaan tanah skala kecil dilakukan pihak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mengalihkan kepemilikan tanah
dalam artian penguasaan tanah secara normatif (belum dapat melakukan proses
balik nama), bahkan pihak Badan Pertanahan Setempat yang dari awal sudah
menyatakan dan ikut terlibat dalam proses dengan dibuktikan bahwa sertipikat
clear and clean tiba-tiba berubah haluan dan malah menerbitkan sebuah surat
yang menyatakan bahwa tanah tersebut tumpang tindih, suatu hal yang
menurut penulis cukup tidak masuk akal, karena secara tidak langsung Badan
Pertanahan Nasional tutup mata serta tidak mau mengakui produknya sendiri.

Diketahui bahwa terbitnya alas hak yang menjadi objek pengadaan tanah
diterbitkan pada tahun 2007 dan proses pengadaan tanah dilakukan pada tahun
2018, jikalau benar tanah tersebut tumpang tindih dan merupakan milik
Penggugat, mengapa tidak mengajukan keberatan dari tahun 2007 sebagaimana
diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang
selengkapnya yang pada intinya menegaskan bahwa sertifikat tanah adalah alat
bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Data fisik (seperti lokasi serta
luas tanah) dan data yuridis (seperti siapa pemegang haknya) yang tercantum
dalam sertipikat, dianggap benar selama sesuai dengan informasi yang tercatat
dalam buku tanah serta memberi perlindungan hukum kepada pemegang
sertipikat yang memperoleh tanah melalui itikad baik dan menguasai tanah
tersebut. Akan tetapi ketika ada pihak lain yang merasa memiliki atas tanah
tersebut, mereka harus menyampaikan keberatan atau menggugat dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat terbit. Jika lewat dari 5 tahun tanpa
tindakan, hak untuk menuntut dianggap gugur.

Akan tetapi melihat kasus yang menimpa Pemda Jawa Barat dalam hal ini
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, timbul sebuah pertanyaan besar mengapa
proses keberatan bahkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan
setelah 3 (tiga) tahun berlalu semenjak proses pengadaan tanah tersebut,
seharusnya pihak Penggugat mempermasalahkan jauh sebelum adanya
pelaksaan pengadaan tanah mengingat tanah yang dipermasalahkan sudah
terbit sertipikat dari semenjak tahun 2007, sehingga dalam kurun waktu sekitar
11 tahun lamanya tidak mengajukan keberatan apapun. Pembebasan tanah skala
kecil yang dilakukan oleh Pemda tersebut sebetulnya telah sesuai dengan aturan
yang berlaku, yang mana Pemda Jabar melakukan metode pelepasan hak dengan
luasan tanahnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
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Semua proses serta tahapan ditempuh dibuktikan dengan dokumen
administrasi yang lengkap diantaranya sebagai berikut :

1.
2.

W

Pembentukan Tim Satuan Kerja atau PPK.

Surat Permohonan Rekomendasi Pola Ruang yang ditujukan kepada
Kepala Dinas PUPR Provinsi (langkah awal karena proyek pengadaan
tanah haruslah sesuai dengan rencana tata ruang)

Verifikasi tentang objek lahan;

Membuat peta bidang, dalam hal ini gabungan 3 (tiga) objek tanah yang
dibeli, Peta Bidang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok
setelah dilakukan pengecekan serta floating sertifikat (Dokumen Peta
Bidang Arsip);

Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);

Melakukan musyawarah dengan pemegang hak dalam menentukan
harga pembelian dibuktikan dengan adanya berita acara musyawarah;
Menunjuk Notaris yang biasa menangani pengadaan tanah untuk
Instansi Pemerintah Daerah;

Penandatanganan surat-surat serta Akta Notaris atas pembelian tanah
sesuai dengan aturan yang berlaku, serta masing-masing pemilik tanah
menandatangani Kwitansi Pembayaran dan kemudian selanjutnya
dialkukan pembayaran oleh Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat
dimana BPKAD Provinsi Jawa Barat melalui transfer ke Rekening yang
bersangkutan (Pihak penjual). Dibuktikan dengan adanya Akta
Pelepasan Hak dan ketika semua proses tersebut telah sepenuhnya
ditempuh seharusnya dapat memberikan sebuah perlindungan hukum
serta kepastian hukum.

Apabila ditelaah lebih jauh terkait dengan konsep pelepasan hak yang
dilakukan dalam proses pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan oleh Pemda
telah sesuai dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 serta aturan pelaksana
lainnya. Pelepasan hak dalam pengadaan tanah skala kecil tidak diatur tersendiri
dalam satu regulasi tunggal akan tetapi merupakan gabungan dari ketentuan-
ketentuan didalamnya diantaranya :

D)

2)

3)

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur tentang asas
dan prosedur dasar;

PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, yang mengatur tentang Teknis
pengadaan tanah skala kecil berupa Pendekatan langsung, Ganti rugi
berdasarkan kesepakatan, Bukti pelepasan hak berupa Surat Pelepasan
Hak, Akta Jual Beli, atau akta hibah serta Peralihan hak didaftarkan di
BPN.

PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Permen ATR/BPN No.16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Permen ATR/BPN No.3 Tahun 1997.
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Proses pengadaan tanah skala kecil secara langsung lebih mengutamakan
musyawarah dan kesepakatan. Konsep pelepasan hak dalam pengadaan tanah
skala kecil melalui pelepasan hak bisa dilakukan dihadapan 2 (dua) pejabat yaitu

1) Pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan
2) Pelepasan hak setempat dan pelepasan hak dihadapan Notaris, hal
tersebut ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (1) Permen 19/2021.

Dalam konteks ini Pemerintah Daerah telah tepat menggunakan konsep
pelepasan hak baik pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan
maupun pelepasan hak yang dilakukan dihadapan Notaris. Dalam hal ini
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan akan hal itu, untuk melaksanakan
pelepasan hak dalam pengadaan tanah skala kecil Pemerintah Daerah lebih
dekat secara sosial dan administratif, mempunyai kewenangan hukum, serta
mampu melakukan pendekatan lokal yang lebih efektif dan efisien. Selama
proses prosedur atau semua tahapan dilalui dengan benar dan sesuai aturan,
seharusnya ada sebuah jaminan perlindungan hukum yang bermuara kepada
sebuah kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlindungan secara preventif bagi Pemerintah Daerah selaku instansi
yang memerlukan tanah tercermin di setiap tahapan proses pengadaan tanah
sebagaimana di atur didalam Undang-udang Nomor 2 Tahun 2012 serta aturan
pelaksananya yaitu Peraturan Pemerinta No. 19 Tahun 2021 dan Permen
ATR/BPN No.19 Tahun 2021. Sedangkan perlindungan hukum secara refresif
dalam pengadaan tanah skala kecil tercermin dalam beberapa yurisprudensi
terkait pembeli beritikad baik haruslah dilindungi Undang-undang serta ada
kewajiban bagi Pembeli untuk mengecek keabsahan objek tanah yang diperjual
belikan. Konsep pelepasan hak didalam proses pengadaan tanah skala kecil
dengan metode pelepasan hak baik dihadap-an Kepala Kantor Pertanahan
maupun dihadapan Notaris. Adapun produk hukum yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan dimana objek pengadaan tanah tersebut berada
adalah dalam bentuk Berita Acara Pelepasan Hak, sedangkan pelepasan hak
melalui Notaris produk hukumnya adalah Akta Pelepasan Hak (APH).

Perlu dilakukan bimbingan teknis secara berkala oleh Pemerintah pusat
melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri untuk aparatur daerah
khususnya yang terlibat dalam Tim Pengadaan Tanah. Pemerintah Daerah juga
harus menyusun serta memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 dan aturan
lainnya, yang mana SOP tersebut harus memuat alur dokumen, pembagian
tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan internal agar setiap proses
terdokumentasi dan terkontrol sehingga implementasi perlindungan hukum
menjadi optimal dan semakin meningkat.
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PENELITIAN LANJUTAN
Perlu ditingkatkan terkait dengan kolaborasi, koordinasi serta kerjasama
yang baik antara instansi pemerlu tanah dengan pihak pihak yang dapat
memberikan jaminan perlindungan dalam proses pengadaan tanah khususnya
skala kecil. Seperti pihak Badan Pertanahan Nasional yang mana wajib
meningkatkan :
a) Meningkatkan peran aktif dalam pendampingan teknis sejak awal
perencanaan pengadaan tanah;
b) Mempercepat layanan pengukuran serta pendaftaran tanah
c) Serta menjaga serta menjamin netralitas, integritas dan profesionalitas
para petugas ataupun instansi yang memiliki peran dalam proses
pengadaan tanah.
d) Perlu adanya mekanisme mediasi hukum bersama kantor pertanahan.
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